PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN DORENG

I Simpang Tiga Edat, Desa Wolonterang, Kec. Doreng. Kab. Sikka

KEPUTUSAN CAMAT DORENG
NOMOR : KCD.AV.421.1/ 1472022
FENTANG
PERPANJANGAN 1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD KLERENG BALAT DESA WOLOMOTONG

CAMAT DORENG,

Menimbang o bahwa dalam rangka pembinaan kepada anak usia dini melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
Jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut, perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia
Dini:

b.  bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Klereng Balat Desa
Wolomotong sebelumnya telah selesai masa berlakunya:

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
perlu memberikan perpanjangan  izin operasional kepada vang
bersangkutan;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b
dan huruf ¢, perlu ditetapkan Keputusan Camat Doreng tentang
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Klereng Balat
Desa Wolomotong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dacrah-
daerah Tingkat Il dalam wilayah Dacrah-daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Baral dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
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13.

Undung-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasionil (Lembaran Negara Republik Indonesii lahun 2003 Nomor 78,

Vambahun | eniburan Negard Republik Indonesia omor 4301 1.

U Inding-1Undang Nomor 21 Tahun 2014 temang PPemenntahan Dacrah

(Lembaran Nepara  Republik Indonesis Juhun 2014 Nomor 244,

Fambahan 1 embaran Nepara  Republik  Indonesia - Nomor 5587)

sebagnmana telah bebernpu kuli diubah terakhir dengan | ndang-!/ndang

Nomor 9 Tahun 2015 tentany, Perubahan Kedua Atas U ndang-Undang

Nomor 23 Tabun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah (1 embaran Negara
Republik Indonesia Fahun 2015 Nomor 5B, Tambahan | embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar MNasional

Pendidikan (1 embaran Negar Kepublik Indonesia [ahun 2005 Nomor 41,

Fambihan Lemburan Negara Republik Indonesia Momor 4496);

ahun 2008 tentang Wajib Belajar
Nomor %), Tambahan

Persturan Pemerintah Nomor 47
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
| embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561 ).

Peraturan  Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008  tentang Pendanaan

Pendidikan (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4864):

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941 );

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010mentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (1.embaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik Integratif;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Persturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
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Menetapkan
KESATU . Memberikan Perpanjungan b2 Operasional Penyelengganmsn Pendidil

i kepada

N | embugn PALIDY KL FRENGC BAL
Alamat LISEIN P2
Desa WOLOMOYONE

Kecamatan (XN

Kiabupaten KK A

Penunggungjawab KEPALA DDESA WOILOMOIT NG
Pengelola ESTHR 3SSNG
KEDUA Pemegang perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud  dalam

KESATU, mempunyal tugas
1. menyclenggurakan kegimtan  pendidiban anak usis ding sehinggs mer
fungsi sostalnya terhidap manyarakat

2. membuat laporan berkala setiap 3 (tigs) bulan schall berdassrian mode!

ditetapkan;
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